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Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82. Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4737). 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan 

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4002). 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20) 

19. Kepetusan Bersama Menteri Kesehatan Rebuplik Indonesia, Menteri Pertanian 

Rebuplik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 

279A/Men.Kes/SK/VIII/1978, Nomor 522/ Kpts/UM/8/78 Nomor 143 Tahun 

1978 tentang Peningkatan, Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies. 

20. Kepetusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 487/ 

Kpts/UM/6/1981,  tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan 

Penyakit Hewan Menular . 

21. Kepetusan Menteri Pertanian Rebuplik Indonesia, Nomor 

363/Kpts/UM//5/1982,  tentang Pedoman Khusus Pencegahan, Pemberantasan 

Rabies. 

22. Kepetusan Menteri Pertanian Rebuplik Indonesia, Nomor 1096/ Kpts/ TN.120/ 

10/1999,  tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera, dan Hewan Sebangsanya 

ke Wilayah/Daerah Bebas di Indonesia. 

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia, Nomor 32 Tahun 1992 

tentang Koordinasi Bagi Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan 

Rabies di Daerah. 

24. Instruksi Panglima ABRI Nomor ST/292/1993 tanggal 6 Oktober 1993 tantang 

Peran Serta ABRI dalam Program Pemberantasan Rabies. 

25. Instruksi Panglima ABRI Nomor ST/26/1994 tanggal 12 Februari 1994 tantang 

Tindak Lanjut ABRI dalam mendukung keberhasilan Program Pemberantasan 

Rabies di Seluruh Indonesia 

26. Surat Kepetusan Bersama 3 Direktur Jenderal Tahun 1989 (SK. Dirjen PUOD 

No.443.4-531, Dirjennak No. 24, Dirjen PPM&PLP no. Agno.366.I/PD.03.04) 

tentang Pelaksanaan Pembebasan Rabies di Pulau Jawa dan kalimantan, 

diperbaharui pada tahun 1993 untuk perpanjangan kepanjangan Pembebasan 

Rabies Se-Pulau Jawa dan Kalimantan, sekaligus Pembebasan Pulau Sumatera 

dan Sulawesi, diperbaharui lagi dengan Surat Kepetusan Bersama 3 Direktur 

Jenderal Tahun 1999 (Dirjen PPM&PLP No.KS.00-01-1,1554, Dirjennak No. 

999, Dirjen PUOD No.443.2-270) tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan 

dan Mempertahankan Daerah Bebas  Rabies Di Wilayah Indonesia. 
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27. Surat Kepetusan Direktur Jenderal Peternakan No.59/ Kpts/PD.610/05/2007 

Tahun 2007 tentang Jenis-jenis Penyakit Menular yang mendapat Prioritas 

Pengendalian dan atau Pemberantasan. 

28. Surat Kepetusan Direktur Jenderal Peternakan No.95/TN.120/ 

Kpts/DJP/DEPTAN Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pemasukan Anjing, 

Kucing, Kera, dan Hewan sebangsanya dari Negara Wilayah/Daerah Tidak 

Bebas Rabies ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies. 

29. Keputusan Menteri Pertanian No. 4026/Kpts/OT.140/4/2013, tentang 

Penetapan Jenis Penyakit Hewan  Menular Strategis (tanggal 1 April 2013). 

30. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 

31. Peratauran Gubernur Banten No. 40 Tahun 2012 tentang Pengendalian 

Zoonosis di Provinsi Banten. 

32. Keputusan Gubernur Banten No. 524.31.05/Kep.1017–Huk/2012 tentang 

Pembentukan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis. 

33. Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/9/2007, tentang 

Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan. 

34. Peraturan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 

976/Kpts/OT.160/F/11/2011, tentang Pedoman Pelayanan Veteriner 

35. Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Rebuplik Indonesia No. 3482). 

36. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

37. Peratauran Daerah Provinsi Banten No. 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. 

38. Peratauran Daerah Kota Cilegon No. 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon. 

39. Peratauran Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan  Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebak 

40. Peratauran Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan  Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Pabdeglang 

41. Peratauran Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang 
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42. Peratauran Daerah Kota Serang No. 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan  

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang 

43. Peratauran Daerah Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2014 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang  

44. Peratauran Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang  

45. Peratauran Daerah Kota Tangerang Selatan No. 8 Tahun 2011 tentang Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah Kota T/angerang Selatan  

 

Pemerintahan, Hukum, Ekonomi, dan Politik Kebijakan : 

1.   UU No. 22 Tahun 1948, tentang Sistem Otonomi 

2.   UU No.1 Tahun 1957, tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah 

3.   UU No. 6 Tahun 1959, tentang Penyerahan Tugas-tugas Pegawai Negeri dan 

      Penyerahan Keuangannya Kepada Pemerintah Daerah 

4.   UU No. 18 tahun 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah 

5.   UU No. 5  t zahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah 

6.   UU No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah 

7.   UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  

8.   Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi  

      Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II 

9.   Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1995, tentang Penyerahan Sebagian Urusan 

      Pemerintahan kepada 26 Dati II Percontohan 
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